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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis
yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal
40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, pencipta arsip perlu membuat
klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

b. bahwa  pengelolaan arsip dinamis Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu
ditingkatkan keamanannya sehingga dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak
berhak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 103);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian

Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak
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dimaksudkan untuk kemudahan akses arsip bagi publik serta
mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak
yang tidak berhak.

Pasal 2
Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menjadi
pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

pengamanan dan hak akses arsip dinamis.

Pasal 3

(1) Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdiri dari:

a. biasa; dan
b. terbatas.

(2) Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu
klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan
siapapun.

(3) Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu
klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak
dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas
dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

Pasal 4
Pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
dilakukan dengan:
1. memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul
apabila informasi yang termuat dalam arsip dinamis
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak

untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; dan
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2. harus dituangkan dalam suatu ketetapan pimpinan
berupa pernyataan tertulis yang disertai alasan sebagai
dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat

klasifikasi.

Pasal 5

Ketentuan atas pelaksanaan akses atas arsip dinamis yaitu:

1. hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang
mempunyai kewenangan untuk akses;

2. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses
arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya
sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur
organisasi; dan

3. pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak
dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat di
atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh

pejabat yang berwenang.

Pasal 6
Daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.
Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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